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ABSTRAK
ESTY DWIYANTI , 202220251020,2024

Adanya program Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS
JKN), yang diatur pada PP No.47 tahun 2021, merupakan upaya pemerintah untuk
mengahapus kelas iuran BPJS Kesehatan pada Januari 2025. Sebagai gantinya
pemerintah akan menerapkan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan
Nasional (KRIS JKN) alias kelas standar di seluruh rumah sakit (RS) dengan KRIS.
Patut diketahui bahwa Besaran iuran BPJS Kesehatan ditentukan menurut kelas,
mulai dari kelas I yang termahal, hingga kelas III dengan tarif lebih terjangkau.
Pada dasarnya tarif ini berubah-ubah tiap tahun, namun adanya program Kelas
Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS JKN), yang diatur pada PP
No.47 tahun 2021 disebabkan masih maraknya penanganan dan pelayanan bagi
pasien BPJS yang dianggap masih belum cukup maksimal dilakukan oleh rumah
sakit, baik rumah sakit negara maupun rumah sakit swasta, bahkan sampai
terjadinya penolakan bagi pasien yang mengikuti program BPJS.Dari uraian
tersebut diketahui tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak pasien untuk
mendapatkan pelayanan yang sama sesuai dan untuk menganalisa upaya hak pasien
untuk mendapatkan pelayanan yang sama. Metode penelitian pada penelitian ini
adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan analisa
deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan dalam penelitian ini adalah belum
terpenuhinya Hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang sama seperti amanah
dalam UU No 40 tahun 2004 tentang Jaminan Kesehatan nasional, berdasarkan dari
uraian peneliti bahwa terlalu ideal suatu undang-undang di implementasikan dalam
dunia nyata, sehingga banyak kekurangan dan kendala yang terjadi membuat sulit
untuk terpenuhi, dimana ketentuan Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menjadi dasar
diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan bidang perumahsakitan, perlu diamandemen dan
diperbaiki serta disesuaikan dengan kondisi pengaturan penyelenggaraan anggaran
terkait pelayanan kesehatan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional
(KRIS JKN), agar penyelenggaraan layanan kesehatan terutama terkait
penyelenggaraan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS
JKN).

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kesetaraan Pelayanan Rumah Sakit dan
Hak Pasien
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ABSTRACT
ESTY DWIYANTI, 202220251020, 2024

The existence of the National Health Insurance Standard Inpatient Class (KRIS
JKN) program, which is regulated in PP No. 47 of 2021, is the government's effort
to abolish the BPJS Health contribution class in January 2025. Instead the
government will implement the National Health Insurance Standard Inpatient Class
( KRIS JKN) aka standard class in all hospitals (RS) with KRIS. It should be noted
that the amount of BPJS Health contributions is determined according to class,
starting from class I which is the most expensive, to class Il with more affordable
rates. Basically, this rate changes every year, but as of January 2021 the nominal
has been set. The existence of the National Health Insurance Standard Inpatient
Class (KRIS JKN) program, which is regulated in PP No. 47 of 2021, is due to the
still widespread treatment and services for BPJS patients which are considered not
vet optimal enough by hospitals, both state and private hospitals. private sector,
even to the point of rejection for patients who take part in the BPJS program. From
this description it is known that the aim of this research is to determine the patient's
right to receive the same appropriate service and to analyze efforts for the patient's
right to receive the same service. The research method in this study is a normative
Jjuridical method using secondary data and descriptive analysis.

The results of the research show that the conclusion in this research is that the
patient's right to receive the same services as mandated in Law No. 40 of 2004
concerning National Health Insurance has not been fulfilled, based on the
researcher's explanation that it is too ideal for a law to be implemented in the real
world, so there are many shortcomings. and the obstacles that occur make it
difficult to fulfill, where the provisions of Article 19 Paragraph 1 of Law Number
40 of 2004 concerning the National Social Security System which is the basis for
the issuance of Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security
Administering Body (BPJS), and Government Regulations Number 47 of 2021
concerning the implementation of the hospital sector, needs to be amended and
improved and adjusted to the conditions of the budget management arrangements
related to health services in the National Health Insurance Standard Inpatient Class
(KRIS JKN), so that the implementation of health services is especially related to
the implementation of the National Health Insurance Standard Inpatient Class (
KRIS JKN).

Keywords: Legal Protection, Equality of Hospital Services and Patient Rights
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